DELIK PERAMPOKAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI TUGAS SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
BDALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

DIYAH MUJAHIDAH
NIM. 95362328

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Drs.H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001



ABSTRAK

Ketentuan pidana terhadap delik perampokan menurut Hukum positif (KUHP) adalah
berupa hukuman penjara yang lamanya disesuaikan dengan bentuk delik yang dilakukan,
maksimal 20 tahun penjara, atau seumur hidup atau pidana mati, tetapi Hukuman mati jarang
diterapkan karena masih banyak kontroversi para ahli hukum. Disini hakim mempunyai peran
penting dalam menentukan hukumannya, baik mengenai berat ringannya hukuman maupun
lamanya hukuman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat
deskriptif analitik. Pengumpulan data yang dipakai adalah menggunakan literatur dari Hukum
Islam dan Hukum Pidana positif yang ada relevansinya dengan pembahasan, yang kemudian
dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah. Dalam menganalisa data
menggunakan analisis komparatif, sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
normative yuridis.

Pada Hukum Pidana Islam delik perampokan dapat dikategorikan dalam jarimah
hirabah, yang mempunyai pengertian adanya suatu aksi kekerasan dengan maksud
mengambil harta orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan dimana saja dan secara
perorangan maupun kelompok. Sedang berdasar pada Hukum positif (KUHP) perampokan
dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekrasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP
yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang
dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Key word: delik perampokan, Hukum pidana Islam, KUHP, jarimah hirabah
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2. Bila -diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

ditulis

. ditulis

L. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam dinamika kehidupan
masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan di
berbagai bidang, akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak
positifnya adalah dapat memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya
kesejahteraan masyarakat yang berarti luas, termasuk terpenuhinya kebutuhan
akan keamanan. Sedang dampak negatifnya adalah menghasilkan sejumlah
permasalahan yang menyangkut berbagai ketidakharmonisan dan ketidakmerataan
yang merupakan faktor sosiokultural, faktor interaksi dan faktor munculnya jenis
peritaku menyimpang yang meliputi kejahatan-kejahatan yang merugikan dan
meresahkan masyarakat.”

Kondisi tersebut dapat dilihat dengan semakin luas dan meningkatnya bentuk-
bentuk kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain lain.
Kejahatan tersebut pada dasarnya adalah sebagai respon nasional terhadap bekerjanya
sistem ekonomi dominan vyang ditandai oleh persaingan dan berbagai
ketidakmerataan pemilikan sumber daya pokok. Faktor-faktor inilah yang sering
_menjadi aspek utama meningkatnya kejahatan terutama kejahatan terhadap harta
benda di samping faktor lain (faktor politik, sosial). Dengan demikian tentu saja akan
menimbulkan rasa takut akan keselamatan harta dan jiwa dan akan mengganggu
ketentraman masyarakat. Meskipun telah ada upaya-upaya hukum baik bersifat

preventif maupun represif, namun upaya tersebut masih dianggap kurang memadai

D Mulyana W. Kusumaly, Kejahatan dan Penyimpangan SuatuPerspektif Kriminologi
(Jakarta : Yayasan LBHI, 1988), him. 65



dan kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, mengingat kejahatan tetap ada
dan akan terus berkembang sejalan dengan kepentingan dan kesempatan yang ada.
Oleh karena itu dalam penanggulangannya diperlukan seperangkat aturan yang lebih
tegas. |

Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda adalah perampokan,
dimana kejahatan tersebut pada dasarnya termasuk perbuatan mencuri yang
dilakuakan secara nyata atas pengetahuan pemilik yang dilakukan menggunakan
kekerasan, dimana dengan kekerasan tersebut dapat mengakibatkan kerugian, baik
kerugian harta maupun jiwa.?

Islam sangat mengecam terhadap segala bentuk kejahatan, terutama
kejahatan terhadap harta benda, karena syariat Islam melindungi terhadap hak
milik seseorang maka [slam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik

orang lain dengan dalih apapun dan menganggap segala perbuatan mengambil hak

milik orang lain sebagai suatu kejahatan. Sebagai mana ditegaskan dalam ayat :

A d N, Pl S .aft et »,
3 . (g asd ety /oi‘yi_,dt)\d\y\ U,LJ:)Q \\9&5U

Jarimah perampokan dalam syariat Islam diistilahkan dengan Hirabah,
Qat'u at-farig(penyamunan), pencurian besar yang dibahas dalam bab tersendiri.
Jarimah ini berbeda dengan jarimah pencurian, meskipun terdapat kesamaan khusus

yaitu adanya maksud urtuk mengambil harta milik orang lain. Namun demikian

DR Abdul Djamal , Hukum Islam, Asas - asas Hukum Islam, cet.l (Bandung :
Bandar Maju, 1992), hn. 194

 Al-Bagarah (2):188



perbedaannya sangat jelas, dimana dalam jari.z7ah pencurian mengambil harta benda
orang lain dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya, sedangkan
dalam jarimah perampokan perbuatan mengambil harta milik orang lain dilakukan
secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan,® dengan demikian terhadap
Jarimah ini diatur dalam bab khusus, yaitu dalam bab Hirabah. Ketentuan hukumnya
ditegaskan dalam ayat : L~
PO 2O gy Dy & 5y e ol Y L
O Ry L TP RS T PV NAIN O AN
S b aady L3l e sys aad s B5 5 5o A g
% /0-‘595' --—_——’\}-‘-
Ayat di atas menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku perampokan
. adalah 4 macam, yaitu hukuman mati, salib, poiong tangan dan kaki secara
menyilang dan hukuman buang. Berdasar pada bentuk hukuman tersebut jelaslah
bahwa dari salah satu hukuman yang diberikan dilaksanakan dengan melihat pada
keadaan dan bentuk kejahatan yang dilakukan. Oleh karena jarimah ini termasuk
dalam delik hudud maka ketentuannya bersifat garh’i, dimana tidak ada
seorangpun atau badan legislatif manapun yang dapat menambah, mengurangi,
atau merubahnya, semngga dalam hal ini pihak penguasa hanya bisa membétasi

aplikasi pelaksanaan.” Hal ini dikarenakan jika ketentuan hu»':umnya diserahkan

Y pAbdul Qadir Audah, Ar-Tasvri'i al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi  al-Qanun, cet.2
(Cairo : Maktabah Dar al- Urubal , 1963), 1I: 638

2 Al- Mdidah (5) : 33

9 Abdullah Ahmed Na’im, Dikonstruksi syariah If, alih bahasa Ahmad Suaedy dan
Amiruddin Arrani (Yogyakaria: Pustaka Peclajar, 1994), him. 204



pada ijtihad ahli hukum maka berat ringannya hukuman sangat berpengaruh oleh
penimﬁangan kekuatan sosial ekonomi maupuan politik, sehingga tidak menutup
kemungkinan terjadi ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman. Namun demikian
* di dalam penetapannya di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Di satu
pihak pelaksanaan hukumannya dilakukan secara komuiatif yang ‘disesuaikan
dengan perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur’an, sedangkan di
kalangan ulama lain berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan secara
alternatif dari keempat bentuk hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur’an,
dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh penguasa berdasar pada
kebijaksanaannya.” |

Beroeda dengan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana positif
perampokan diistilahkan dengan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam
pasal 365 KUHP, vaitu merupakan perbuatan pidana yang pada dasarnya
merupakan delik pencurian, hanya saja terdapat unsur yang memberatkan yang
mendahului, menyertai, atau mengikuti perbuatan pencurian yaitu adanya
kekerasan ataupun ancaman kekerasan,” unsur inilah yang membedakan
perampokan dengan pencurian biasa, sehingga dalam penjatuhan pidana lebih
berat dari pencurian biasa. Penjatuhan pidana akan diperberat lagi bila delik
tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan

atau dijalan umum atau dalam trem yang sedang berjalan, apabila perbuatan

" Halirnan, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah (Jakarta : Bulan
Bintang, 1970), him.149

8 R. Soesilo, Pokok-Pokok ITukum Pidana, Peraturan Hukum dan Delik-Delik Khusus
(Bandung : Politeia, 1979), him. 123



tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, apabila dengan perbuatan tersebut
dapat mengakibatkan luka berat atau kematian seseorang,.”’

Mengenai ketentuan pidana terhadap delik perampokan menurut hukum
positif (KUHP) adalah berupa hukuman penjara yang lamanya disesuaikan dengan
ventuk delik yang dilakukan, maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup atau
pidana mati,tetapi hukuman mati jarang diterapkan karena masih banyak
kontroversi para ahli hukum. Meskipun dalam pasal tersebut terdapat hukuman
penjara yang berbeda-beda, namun dalam pelaksanaannya hakim mempunyai
peran penting dalam menentukan hukumannya, baik mengenai berat ringannya
hukuman maupun lamanya hukuman. Bentuk penetapan seperti itu tidak menutup
kemungkinan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana, dimana dalam
penjatuhan pidana terhadap unsur pidana yang sama atau tindak pidana yang
bahayanya dapat dibandingkan tanpa pembenaran yang jelas dikenai hukuman
yang berbeda. Selain itu akan berdampak negatif dalam sistem pemidanaan dan
akan menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi dikalangan terpidana

yang dijatuhi hukuman yang lebih berat dibanding terpidana lain dalam kasus

yang sebanding. '

Berangkat dari pernyataan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut mengenat delik perampokan dengan membandingkan antara hukum pidana
Islan dan hukum pidana positif (KUHP) terutama mengenai kriteria dan sanksi

hukum terhadap delik perampokan. Dan mengingat KUHP merupakan satu-

 R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), him.383

19 Muladi dan Barcla Nawawi , Teori Kebijaksanaan Pidana (Bandung: Budi Alumni,
1984), hlm.53



satunya hukum pidana di Indonesia sehingga penyusun berharap nantinya
pembahasan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyempurnakan kaidah

hukum nasional khususnya mengenai delik perampokan.

B. Pokok Masalah
Berdasar pada pokok masalah sebagaimana yang telah penyusun kemukakan
di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, anltara lain:
1. Bagaimanakah kriteria dan sanksi delik perampokan menurut hukum pidana
Islam dan hukum pidana positif (KUHP).
2. B;agaimana persamaan dan perbedaan kriteria dan sanksi delik perampokan

menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP).

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menjelaskan kriteria dan sanksi terhadap delik perampokan menprut
hukum pidana Isiam dan hukum pidana positif (KUHP).

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara kriteria dan sanksi terhadap
deiik perampokan menurut hukum pidana Islam dan hukum piidana positif
(KUHP) , yang kemudian diperbandingkan antara kedua sistem tersebut.
Keguaan dari penelitian ini adalah:

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah
pemikiraﬁ hukum mengenai delik perampokan dalam bentuk

perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif (KUHP).



b. Diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi yang berminat
mnengkaji masalah pidana khususnya mengenai delik perampokan
menurut hukum Islam dan hukum positif (KUHP) dalam bentuk analisis
perbandingan dengan memperhatikan alasan yang dipakai oleh kedua

sistemn hukum tersebut.

D. Telaah Pustaka

, Sebelum menganalisa lebih lanjut mengenai masalah ini, terlebih dahulu
penyusun akan menelaah buku-buku yang menjadi sumber acuan  dalam
membahas delik perampokan, baik dari hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam penelusuran pustaka, pembahasan mengenai delik perampokan
dalam tinjauan hukum Islam dapat dikemukakan dalam kitab-kitab figh, tafsir,
maupun kitab hadits yang kebanyakan dibahas dalam bab Audud, khususnya
dalam bab hirabah. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tasyri'i alJimfi al-
Islami Muqaranah bi al-Qamin mendefinisikan delik perampokan sama dengan
| Hirabah, Qat'n at-tarig, Pencurian Besar.'"

Sayid Sabiq dalam kitabnya figh al-Sunnah mendefinisikan jarimah
perampokan adalah munculnya segerombolan orang bersenjata dalam suatu
negara dan membuat kekacauan, pertumpahan darah, perampokan, merusak
kehormatan, merusak tanaman, memnbunuh binatang ternak, dimana perbuatan

tersebut bertentangan dengan agama, akhlak dan undang-undang negara.

) Abdul Qadir Audah, At-Tasvei i al-Jina'i.. 11 638



Lebih lanjut al-Kasani dalam kitab Badai 'v al-Sana’i mendefinisikan delik
perampokan lebih spesifik lagi yaitu keluar dengan maksud! merampas harta
dengan jalan kekerasan dengan cara mencegah orang yang lewat melalui jalan
tersebut dan menyamun baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dan.
perbuatan tersebut didukung dengan adanya senjata atau semisalnya.'®

Ibnu Qudamah dalam kitab a/-Mugni menjelaskan bahwa suatu perbuatan
dapat dikategorikan sebagai jarimah perampokan apabila perbuatan tersebut telah
memenuhi persyaratan, yaitu perbuatan harus dilakukan dipadang pasir, adanya
senjata pada mereka,dilakukan secara terang-terangan dan dalam mengambil harta
dilakukan dengan paksaan.'” Al- Jaziri menambahkan bahwa bagi pelaku yang
dapat dikenai hukuman adalah sama, baik muslim, zimmi, musta'min, ataupun

musuh. '

Ibnu Hazm dalam kitabnya a/-Muhalla terhadap perbuatan tersebut
tidak membedakan apakah perbuatan tersebut dilakukan di padang pasir atau di
kota, baik dengan menggunakan senjata atau tidak dan baik dilakukan pada siang
hari ataupun malam hari adalah sama dan dapat dikategorikan dalam jarimah
perampokan.’®

Abdul Qadir Audah lebih lajut menjelaskan bahwa dalam jarimah ini

selama pelaku menpunyai maksud untuk mengambil harta yang dilakukan dengan

menggunakan kekerasan dapat dikategorikan dalam jarimah perampokan.

'D al- Kasari, Baddi 'u al-Sand’i ( Mesir:Dar al-Fikr, t.1. ),VII: 135
13 Tynu Quddamah, Al-Mugni, (Rivald: Maktabah Jumhuriyah al- Arabiyah, 1.t.), VII:288

') Abdurahman al-Jazifi, Kitab al-Figh ‘ald Mazahib al- Arba ah (Beirut : Dar al-Fikr,t.1)
V. 409

') Ior Hazm, al-Auhalla (Beinnt : Dar al-Fikr, (1), VI: 308



Pengkategorian suatu perbuatan dalam jarimah tersebut didasarkan pada beberapa
keadaan, yaitu keluar dengan maksud mengambil harta secara terang-terangan
baik itu hanya sekedar menakut-nakuti, atau mengambil harta, atau membunuh
atau mengambil harta yang disertai dengan pembunuhan.'®

Terhadap sanksi hukuman sebagaimana yang dikefnukakan dalam Q.s. al-
Maidah ayat 33, para ulama sepakat bahwa hukuman bagi perampokan adalah
hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang ldan hukuman
buang, namun dalam penetapan masing-masing hukuman terhadap perbuatan
jarimah itu ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan perbedaan
pemahafnan dalam menafsirkan kata awx dalam ayat tersebut. As-Sayis dalam kitab
tafsir Tafsir Ayat Ahkam, berpendapat bahwa dalam menafsirkan kata au para
" ulama salaf menafsirkanya dengan arti fakhyir, dimana dalam hal ini imam atau
penguasa berhak memiiih hukuman terbatas pada perbuatan perampokan yang
tidak melakukan pembunuhan dan mengambil harta. Menurut ulama lain seperti
Hanafiyah, Syafiiyah menafsirkannya secara urut berdasar ayat, sehingga dalam
pelaksanaannya dilakukan secara tertib yaitu terhadap pelaku perampokan yang
melakukan pembunuhan dan mengambil harta dihukum mati dan salib, bagi
pelaku yang hanya mengambil harta dihukum potong tangzn dan kaki secara
menyilang sedangkan bagi pelaku yang hanya menakut-nakuti saja dihukum

dengan hukum buang.'”

16« Abdul Qadir Audah, at-Tasyri i al-Jindi al- islamf. 1I: 638 - 639

M Muhammad Ali al-Sayis, Tafsir Aval al-Ahkdm (Mesir :Maktabah Ali al-Sabih,t.t.),
him.184
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Al-Maragi dalam kitab Tafsir al-Maragi menjelaskan tentang hukuman
bagi pelaku perampokan adalah salah satu dari empat macam hukuman yaitu
hukuman mati atau salib atau potong tangan dan kaki secara menyilang atau
hukuman buang. Hal ini dikarenakan hukuman-hukuman tersebut tidak dijelaskan
secara terperinci.'® | |

Lebih Janjut Hamka dalam tafsirnya al- 4zhar mengemukakan bahwa dalam
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perampokan adalah hak langsung dan
penguasa, karena mereka adalah wakil Allah dan rasul dalam menegakkan hukum
dan perlindungan terhadap ketentraman masyarakat banyak. Dalam pelaksanaannya
hakim mempunyai kebebasan berijtihad dalam memilih bentuk hukuman, apakah
pelaku akan dihukum mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang ataukah
dihukum buang. Hal ini dikarenakan dalam al-Qur’an tidak dijelaskan perincian
hukumanya dan hanya menyebutkan macam-macamnya saja.'”’

Sementara sumber pustaka mengenai delik perampokan di tinjau dari
hukum positif, terdapat beberapa literatur yang dapat menguatkan pembahasan ini,
antara lain, Andi Hamzah dalam Kamis Huk:m mendefinisikan delik perampokan
sebagai delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365,366
KUHP.® R Soesilo dalam bukunya mendefinisikan perampokan berdasar pasal
365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap orang yang bertujuan untuk mempermudah

18)  Ahmad Musthafa al-Maragi, Tajsir al-Maragi (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi,
1970), IV:194 i i

1) Hamka, Tafsir ai-Azhar (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1982), VI: 267

20 Andi Hamzah, Kamus Fukum. cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 495
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pencurian atau pada keadaan tertanghap tangan supaya mempunyai kesempatan
bagi dirinya atau orang lain yang ikut serta melakukan kejahatan untuk melarikan
diri atau supaya barang yang dicuri tetap berada dalam kekuasaannya.?" Selain itu
pembahasan terhadap delik ini juga dikemukakan dalam buku-buku lain,
diantaranya adalah dalam buku Delik-delix Khusus Kejahalan yang ditujukan
terhadap Hak Milik dan Hak yang ditimbulkan dari Hak Milik karya Dr. P.AF
Lamintang dan C.Djisman Samosir,”® dan dalam buku Hukum Pidana Bagian
 Khuisus (KUHP Buku IT) oleh Brig Jen. Pol Drs.H.A.K. Moch Anwar S$.H,>” yang
pada intinya sama dalam memberikan penjelasan mengenai pasal 365 KUHP.
Diantaranya menjelaskan mengenai unsur-unsur delik perampokan yang meliputi
unsur obyektif maupun unsur subyektif. Selain itu dalam buku Hukum Pidana 1
karya ProfDr A.Zaenai Abidin Farid S.H. mengemukakan bahwa delik
perampokan yang diatur dalam pasal 365 KUHP merupakan delik berkualifikasi,
yaitu merupakan delik pencurian yang dilakukan dalam keeidaan khusus, atau
karena akibai yang menyertai perbuatan yang tidak dikehendaki. Sehingga dalam
pemidanaarya tehadap delik perampokan diancam pidana yang lebih berat dan
ancaman pidana pada delik dalam bentuk dasarnya. Ketentuan hukumnya
maksimal pidana penjara 9 tahun dan lebih diperberat pidananya ' menjadi

12 tahun jikalau terdapat keadaan yang memberatkan sebagaimana disebutkan

MR, Soesilo, Pokok-pokok., him. 123

2 P AFLamintang dan C.Djisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap
Hak Milik dan Hak yang ditimbulkan dari Hak Milik (Bandung: 1979), him. 95

) H AK. Moch Anwar, Hikum Pidana Bagian Khusus (KUIIP buku 1{) (Bandung :
Citra Aditya Bakti, 1994), hlin. 25
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~ dalam ayat 2 dan menjadi 15 tahun jika karena perbuatan tersebut menyebabkan
matinya sescorang®” dan terhadap pidana mati atau penjara maksimal 20 tahun
atau seumur hidup jika delik tersebut menyebabkan mati atau luka berat dan
dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Berdasar pada peneiaahan buku-buku pustaka sebagaimana }.rang telah
dikemukakan di atas, penyusun tidak menemukan kajian yang membahas
mengenai analisis delik perampokan studi perbandingan antara hukum Islam dan
hukum positif (KUHP), sehingga pembahasan tersebut perlu dikaji lebih dalam

yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan mempunyai tujuan
untuk merealisir kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghidari
kemudlaratan bagi manusia.

Dalam merealisir kemaslahatan tersebut berdasar pada penelitian ahli
ushul ada liina unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur
tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan
memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek tersebut,
sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak memelihara kelima

unsur tersebur dengan baik.*”

2 A Zaenal Abidin Farid, Hukum Pidana [ (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), him. 378

_ ) Futhurrahman Dijamil, Filsafat Iukum Islam, cet.] (Jakarta: Logos Wacana Iimu,
1997}, him.125
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Sebagai aplikasi terhadap perlindungan kelima hal tersebut telah diatur
dengan adanya sanksi-sanksi hukuman secara spesifik. Hal ini menunjukkan betapa
. pentingnya kelima hal tersebut untuk dipelihara menurut kaca mata syari’at.

Menurut hukum pidana Islam perbuatan yang melanggar aturan hukum
disebut jarimah, yaitu larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had

atau fa’zir, sedangkan ancaman hukumannya disebut ‘wqubah, yaitu balasan

> 26)

dalam bentuk ancaman hukum yang jenisnya ditetapkan oleh syara
Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat diminta
pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur formil, yaitu adanya nass atau peraturan ifang menunjukkan
jarangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum baik
perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat.
¢. Unsur moril, yaitu pelaku adalah orang-orang mukallaf yaitu baligh,
berakal, bebés berkehendak dalam arti mukallaf dan terlepas dari unsur
paksaan dan dalam kesadaraan penuh.*”
Tujuan pokok dijatuhkannya hukuman dalam syari’at Islam adalah untuk
pencegahan, pengajaran dan pendidikan, dengan maksud mencegah bagi pelaku

untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak

melakukan hal yang serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada

) A Hanafi, Asas-Asas Hukum Istam. cet. 2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), him. 12

1 < Abdul Qadir Andah, at-Tasyri i al-Jina’i. 1: 111
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pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut pada ancaman
hukun melainkan atas kesadaran sendiri.**’

Pemberian besar kecilnya hukuman pidana harus sedemikian rupa sehinga
dapat mewujudkan tujuan hukum, mengajak pada kebaikan dan menolak segala
kerusakan dalam kehidupan masyarakat serta mewuju-dkan kehidﬁpan yang

berkeadilan secara merata. Hal ini sesuai dengan gaidah:

SN e

Syari“at Islam dalam menetapkan hukuman ada yang secara tegas dan jelas
dan ada yang bersifat eiastis\:\:l;e’é;s- dalam arti harus diterapkan padanya
sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh nash, baik a I-Qur’an maupun dari
as-sunnah, dimana kebenarannya bersifat mutlak dan berlaku bagi seluruh
manusia sepanjang zaman, dalam segala hal dan situasi ia tidak bisa berubah,

ditambah atau dikurangi dan ijtihad tidak berlaku padanya. Atas dasar inilah
|

muncul qaidah:

30y (_)2,»-5\{)\9.»_% D(QA_DN {S—M—‘"N
Terhadap delik perampokan merupakan delik hudud, yaitu delik yang

ditentukan hukumannya oleh Allah secara pasti sehingga tidak dapat digugurkan.

Dan hukumannya telah ditentukan dalan al-Qur’an yaitu hukuman mati, salib,

) A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Islan., hlm. 255

) Asmuni Abdusrahman, Qaidah-Qaidah Figh , cet.1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976),
him. 97

3 rbig., hlm. 100
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potong tangan dan kaki secara menyilang dan hukuman buang, dimana dalam
penerapannya disesuaikan dengan kualitas dan tingkat kejahatan tidak boleh
merubah atau menggantinya. Namun di dalam pelaksanaan hukuman terhadap
delik perampokan ulama berbeda pendapat dimana terdapat sebagian ulama yang
memberlakukan ijtihad dalam memberlakukan hukuman, dan sebagian ‘lain
mendasarkan pada ketentuan nass yang gath’i sehingga tichk berlaku ijtihad
didalamnya.*"

Syari’at Islam dengan nilai keuniversalan yang terkandung didalamnya
dan dalam pemberlakuannya tidak mengenal batas atau wilayah yang menjadi
iangkauannya, namun dalam realitanya tidak semua negara mengakui syari’at
Islam sehingga dalam penerapannya hanya terbatas di negara-negara Islam saja.
Mengingat sistem pidananya berbeda dengan sistem pidana modern dan rasionale
hndud dianggap sebagai rasionale keagamaan, dalam arti bahwa hukuman tersebut
tidak bisa diterapkan dalam sebuah negara multi agama tanpa adanya kesepakatan
dari semua segmen masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut
stfat dasar dan tinjauan ilmiah syari’at Islam bersifat internasional tapt dalam
penerapannya bersifat regional*?

Sementara jika ditinjau dari hukum positif (KUHP), di negara kita
dalam m'enjatuhkan sanksi hukuman terhadap suatu delik terlebih dahuiu
dibedakmﬁakéh'per-bl-la-t-é; te-rsebu-l térmasﬁk-aélik' hukum atau delik undang-

undang. Kejahatan adalah delik hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan

3 Anwar Harjono, Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya (Jakaria : Bulan Bintang,
1968), him. 16

3 Abdullah an-Na'im, Dikonstruksi. Jdm. 123
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dengan asas hukum yang hidup dalam keyakinan rakyat terlepas dari undang-
undang. Sebaliknya pelanggaran adalah delik undang-undang, yaitu peristiwa
yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tapi tidak
bertentangan dengan kesadaran hukum dan rakyat,"f’) terhadap perbuatan
tersebut diancam dengan  hukuman yang merupakan penderitaan dan
penyiksaan. Suatu perbuatan dapat dikatakaﬁ sebagai perbuatan pidana jika
memenuhi unsur-unsur, perbuatan itu diancam dengan pidana oleh
hukum,bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.’®
Penjatuhan pidana merupakan suatu malapetaka bagi pelanggarnya dan
merupakan alternatif terakhir yang dijalankan jika upaya lain seperti pencegahan
sudah dianggap tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. Selain itu penjatuhan
pidana juga merupakan suatu konkretisasi dalam undang-undang yang merupakan
suatu ketentuan yang abstrak, dan menjadi suatu yang kongkrit ketika dalam
-pelaksanaannya ketentuan di pegang oleh hakim yang mempunyai kebebasan
untuk memilih bentuk pidana mana yang sekiranya sesuai dengan bentuk delik
yang dilakukan. Sebagai contoh, barang siapa mencuri dihukum pidana maksimal
5 tahun, maka rumusan tersebut merupakan hal yang abstrak, iebih-lebih tidak

pasti dan tidak dapat diramalkan berapa pidana yang sesungguhnya akan

|

*) Van Apeldom, Pengantar [Imu Hukum, cet.2 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973),
him. 342

* BY. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-dsas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya (Jakarta : Alunni A HM. PTHM. 1982), hlm.205
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dijatuhkan kepada pelaku karena dalam hal ini hakim mempunyai keluasan dalam

menentukan berat ringannya pidana serta lamanya pidana.

Dalam penjatuhan pidana, hukum positif menganut tiga teori:

a. Teori Absolut, yaitu pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti
memperbaiki penjahat. Dan kejahatan itu sendirilah yang mengandﬁng unsur-
unsur untuk dijatuhkannya pidana.

b. Teori Relatif, yaitu berdasar pada penyelenggaraan tertib masyarakat dan
akibatnya bertujuan sebagai prevensi terjadinya kejahatan.

c. Teori Gabungan, yaitu dalam pemidanaannya ada yang lebih menitikberatkan
pada pembalasan dan ada yang menetapkan berdasarkan frevensi seimbang.>®

Berdasar prinsip dan dasar hukum pidana menurut kedua sistem hukum

[slam dan hukum pidana positif akan digunakan untuk meneliti terhadap sanksi-

sanksi hukuman  antara keduanya. Teori-teori tersebut kemudian akan

diperbandingkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sistem dalam

merumuskan hukuman terhadap tindak perampokan.

F. Metode Penelitian
Metode yang akan dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah:
1. Jenis Penelitian.
Jenis penelitiein ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (fibrary
reseach), vyaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada

relevansinya dengan penelitian ini.

33) Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Davi Retribusi Ke
Reformasi (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), hlm.73
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Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menguraikan dan menjelaskan
terhadap permasélahan yang sedang diteliti yaitu mengenai kriteria dan sanksi
dengan persamaan dan perbedaan, kemudian menganalisis data-data yang ada.
Pengumpulan Data |

Pengumpulan data yang dipakai dalam pembahasan skripsi int adalah
menggunakan literatur dari hukum Islam dan hukum pidana positif yang ada
relevansinya dengan pembahasan, yang kemudian di kaji dan di analisis untuk
mencari landasan pemecahan masalah.

Analisis Data

Dalam menganalisa data menggunakan metode analisis komparatif, yaitu
menganalisa data-data dengan cara rnembandingkan dari beberapa pendapat,
kemudian dicari titik persamaan dan perbedaan sehingga dapat diambil suatu
pendapat yang akurat dalam menentukan delik perampokan.

Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif
yuridis, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma hukum yang ada
dalam sistem hukum ptdana Islam dan hukum pidana positif (KUHP), baik
hukum yang berdasarkan nash, undang-undang, pendapat dari bebelrapa

i
ulama maupun pendapat dari para ahli hukum lainnya.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah dan jelas mengenai pembahasan
skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan
sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang
masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik
berupa buku-buku atau kitab-kitab atau artikel-artikel yang ada relevansinya
dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian
i, selanjutnya disusul dengan pembahasan kerangka teoretik baik dari hukum
pidana Isiam maupun dari hukum pidana positif, dilanjutkan dengan metode yang
digunakan dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun akan memaparkan tinjauan hukum pidana Islam
terhadap délik perampokan. Pembahasan ini akan dimulai dengan pendefinisian
mengenai delik perampokan dan dasar hukumnya, kemudian dilanjutkan dengan
pembahasan unsur dan syarat delik perampokan dan sanksi hukumannya.

Bab ketiga, penyusun memaparkan tinjauan hukum pidana positif (KUHP)
terhadap delik perampokan. Pembahasan ini meliputi pengertian delik
perampokan dan dasar hukum, unsur dan cyarat, diakhiri dengan pembahasan
mengenai sanksi hukumnya.

Bab keempat, menjelaskan mengenai analisis perbandingan terhadap delik

perampokan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) yang
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meliputi kriterta dan sanksinya serta beberapa aspek persamaan dan perbedaan
dari kedua sistem hukum tersebut.
Bab iima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan

saran-saran.



~ . BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasar pada hukum pidana Islam delik perampokan dapat dikategorikan dalam
jarimah hirabah, yang mempunyai pengertian adanya suatu aksi keker;san dengan
maksud mengambil harta orang lain secara melawan huicUm baik dilakukan di
kota—kota atau di desa-desa atau di jalan-jalan yang jauh dar; pertolongan, baik
dilakukan secara perorangan taupun secara kelonipok. Bentuk perbuatan yang
dapat dikategorikan dalam jerinah perampokn adalah:

a. Aksi perampokan dimana pelaku hanya merampas hafta.

Men
N Ve
\

b. Aksi perampokan dimana pelaku melakukan pembtruhan.

c. Aksi perampokan dimana pelaku melakukan pe'mbunuhan serta merampas
harta. |

d. Aksi perampokan yang dilakukan dimana pelaku hanya sekedar menakut-
nakuti atau melakukan iniimidasi tanpa mengambil harta dan melakukan
pembunuhan,

Sedang berdasar pada hukum positif (KUHP) perampokan dikategorikan dalan

delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP, yaitu-

pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada
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orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan zksinya. Dan

ketentuan hukumnya diperberat apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai

berikut:

a. Pencurian tersebut dilakukan pada malam har di sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di trem atau
di kereta api yang sedang berjalan.

b. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat,
atau menggunakan kunci palsu atau perintah patsu.

c. Jlika dengan pencurian itu meyebabkan orang luka-luka berat atau mati.

d. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan Juka berat atau mati yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih serta disertai oleh salah satu ketentuan yng terdapat
dalam pasal 365 KUHP ayat (2) nomor 1 dan 3.

. Terhadap delik perampokan yang diatur dalam hukum pidana Islam dan KUHP
apabila dicermati terdapat pefsamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah dari
segi perbuatan, bahwa delik perampokan inerupakan susfu perbuatan melawan
hukum yang dilakukan dengan sengaja dan pelakunya mampu untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Dari segt maksud dan
tujuan, kedua sistem hukum mempunyai persamaan yaitu adanya maksud untuk
mengambil harta dengan kekerasan dan adanya kekerasan itu bertujuan untuk
mempermudah dalam melakukan aksinya. Dari segi penjatuhan pidana, kedua

sistern hukum hukum pidana Islam dan KUHP menentukan adanya sanksi pidana

Se € v K*E)FNM‘ 3 'me%&tﬁ(;u M\ﬁﬂgﬂ,.wck\;\_\u
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yang teleh dilakukan, dan bersifat preventif sebagai pencegahan bagi orang lain
llntl-]k tidak melakukan hal yang sama. Perbedaannya adalah, dari segi
pengkategorian, dalam hukum pidana Islam delik perampokan dikategorikan
dalam jarimah hirabah, meskipun ada persamaan unsur dengan jarimah
pencurian,namun jarimah ini dibahas dalam bab tersendiri. Sedangkan dalam
KUHP delik perampokan dikategorikan dalam delik pencurian dengan
pemberatan. Dari slegi kefentuan'sanksi pidana, dalam hukum pidana Islam sanksi
hukum terhadap pelaku delik perampokan ada empat macam; hukuman mati,
salib, pototig kaki dan tangan secara menyilang, dan hukuin pengasingan. Sedang
‘dalan KUHP sanksi- terhadap pelaku perartipokan ada ciha macam yaitu hukuman
penjara dan. hukuman mati. Dan pemberiakuan huktman dari kedua sistem
hukum (hukum pidana Islam dan KUHP) disesuaikdn derigan bentuk perbuatén .

yang dilakukan.

iB. Saran-saran
" 1. Neéara--hliepublik Indonesia scbagaién-besar pendudukny_a adaléh beragama Islam
dan hukum pidana yang diberlakukan adalah hukum pidana positif (KUHP)
yang masih merupakan peninggalan dari hukukm Belanda. Oleh karena itu dalam
rangka pembinaan hukum Nasional diharapkan hukum pidana Islam da_lpa.té_
ditransformasikan kedalam hukum Nasional yang berlaku atau dapat meml‘.neri
nafas Islami didalamnya terutama dalam masalah sanksi terhadap delik
perampokan. Meskipun terdapat anggapan bahwa bentuk hukuman ini adalah tidak

manusiawi perlu kiranya para pakar hukum Islam menjelaskan dan
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menginformasikan kepada umat méﬂgenai posisi hukum Islam yang sebenarnya.
i\ ‘ S';ehingga dengan sanksi hukuman yang ditawarkan oleh Islam benar-benar akan
| membawa akibat ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat.
2 xDelik perarrixpokan merupakan suatu perbuatan yang sangat membahayakan daq
| merugikan bagi masyarakat, baik kerugian berupa harta maupun jiwa, selain itu
juga mengganggu keamanan masyarakat Oleh karena itu diharapkan bag_i
aparatur hukum untuk lebih tanggap dalam mensikapi segala bentuk kejahatan
yang ada- dan bersikap tegas dalam menangani pelaku kejahatgn d€&ngan
memberikan sanksi pidana yang sekiranya pantas dan sesuai dengan perbgg:gan
Srang telah dilakukan tanpa pandang bulu. Selain itu juga diharapkan padz; ..\.Narga
masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum dalam
wujud berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan kedamaian dan .
menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi masyaraké.t dari s¢gala bentuk

kejahatan. Sehingga supremasi hukum di negara kita dapat ditegakkan.
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang
lain diantara kamu dengan jalan bathil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahai kamu
mengetahui.

yang memerangi Allah dan RasuiNya dan herbuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka
secar timbal balik, atau dibuang dan negeri (tempat
kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dumia dan di akhirat
mereka beroleh siksaan yang besar.

Tidak ada bahaya dan tidak ada pula membahayakan.

Tidak boleh bagi adanya ijtihad pada tempat yang
telah ada nassnya.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu huum) bagi
Bani Israll, bahwa barang siapa yang membunuh
seorang -manusia bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau karena membuat
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunull manusia seluruhnya. Dan barang siapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia maka
seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia
seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada
mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak
diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh
melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka
bumi.

Dan balasan suvatu kejahatan adalah kejahatan
serupa, maka barang asiapa memaatkan dan berbuat
baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allsh.

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yanﬂ
zalim.
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Sesungguhnya pembalasan terhadap ora.ng—orang1
yang memerangi Allah dan RasulNya dan berbuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka di bunuh,
disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara
timbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). Yang demikian itu (sebagai )
penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat
mereka beroleh siksaan yang besar.

Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka)
sebelum kamu dapat menguasai (menangkap)
mereka, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

i
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: ” Jika
mereka berhenti (dani kekafirannya) niscaya Allah
akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka
yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi
sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka)sunnah
Allah terhadap) orang-orang dahuly”.

Pena (pencatat amal) itu diangkat dari tiga hal, dari
orang yang tertidur hingga terjaga, dari anak-anak
higga ia baligh, dan dan orang gila hingga ia dewasa. !

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang
serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat |
baik .maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.
Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang
zalim,

Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) dari
muka bumi.

1



Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Imam Abu Hanifah

Nama lengkap adalah Nu’man bin sabit ibn Zauta ibn Mah al-Tamimi al-Kufi.
Beliau lahir pada tahun 80 H / 699 H, pada masa pemerintahan Khalifah ‘Abd al-
Malik ibn Marwan Khalifah ke-5 dari dinsti Bani Umayah. Wafat pada tahun 150
H /767 M, dalam usia 70 tahun. Beliau adalah tokoh mazhab rasional-liberal, dan
terkenal dengan nama Abu Hanifah, karena beliau mempunyai putra yang
bernama Hanifah Alasan lain disebut demikian adalah karena = kerajinannya
beribadah kepada Allah, selain itu juga karena beliau selalu akrab dengan tinta
untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya dan para
ulama-ulama lainnya. Murid-muridnya yang terkenal dan berjasa besar terhadap
perkembangan mazhabnya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad 1bn
Hasan. Hasil karyanya antaia lain adalah al-Mabsut, al-Jami’ as-Sagir, al- Jaru’
al-Kabir.

Imam Malik ibn Anas.

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik Ibn Abi ‘Amr ibn ibn
Haris ibn Iman ibn Khusail Abu “abdillah al-Madani. Beliau lair pada tahun 93 H
/ 7112 M, padaa masa pemerintzhan Khalifah Sulaiman ibn “Abd Malik Khalifah
ke-7 dari dinasti Bani ‘“Umayyah. Wafat pada tahun 179 H/ 798 M, dalam usia 87
tahun. Beliau adalah tokoh mazhab Tradisional-Konservatift Karya
monumentalnya adalah kitab al-Muwatta' seperti yang banyak kita

Imam Ahmad ibn Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahinad ibn Muhammad ibn Hambal ibr Hilal ibn
Asy’as 1bn Idris ibn Syaiban ibn Zahl. Beliau lahir pada tahun 164 H / 780 M,
pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi Khalifah ke-3 dari Bani
Abbas. Wafat pada tahun 241 H / 855 M dalam usia 77 tahun. Beliau dikenal
sebagar tokoh mazhab Akstrim-Fundamental. Karyanya adalah a/-Musnad

Imam asy-Syafi’i.

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn ‘Usman ibn
Syafi’l ibn Sa’iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn ‘Abd Manaf Beliau
lahir pada tahun 150 H / 767 M di Gazza, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H /
822 M. Imam asy-Syafi’l mencari ilmu ke Madinah pada akhir abad ke-2
Hijriyah, pada waktu Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi
pusat ilmu pengetahuan agama Islam sebab disinilah berdomisili para Tabi’in dan
Tabi® at-Tabi’1n. Kitab-kitab yang dikarang oleh Imam asy-Syafi’l antara lain ar-
Risalah, al-Umm, Ikhtilaf al-Hadis, dan sebagainya.



Imam at-Turmuzi

Nama lengkap beliau adalh Abu Isa Muhammad ibn isa Ibn Swarat ibn Musa ad-
Dahhak al-Silmi ad-Darir al- Bught al-Turmuzi. Beliau lahir pada tahun 200 H /
815 M dan wafat pada tahun H / 892 M. beliau merupakan ulama hadis
terkenal, karya-karyanya antara lain, al-Jami’ al-Mukhtasaru min al-Sunani al-
Rasulillah dikenal dengan al-Jami’ al-Sakih, dan Jami’ al- TurmuZi yang dikenal
dengan sunan al-Turmuzi, dan lain sebagainya.

Al-Maragi

Nama lengkap adalah Ahmad ibn Mustafa al-Maragi. Beliau Jahir pada tahun
1298 H / 1881 M. dan Wafat pada tahun 1371 i/ 1952 M. beliau dikenal sebagai
seorang ahli tafsir terkemka di Mesir. Beliau juga pernah menjabat sebagai guru
besar Fak. Gurdun di Khurtham Sudan. Karya-karya ilmiyahnya antara lain
Tafsir al-Maragi, kitab al- Hisbah Ji al-Islam, dan lain-lain.

‘Abdul al-Qadir ‘Audah

Beliau adalah scorang ulama terkenal Alumnus Fakultas Hukum Universitas al-
Azhar Cairo pada tabun 1930 sebagai mahasiswa tettrbaik. Beliau adalah tokoh
utama dalam gerakanlkhwanul Muslimain dan sebagai hakim yang disegani
rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memuuskan revoiusi Mesir yang
berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jendral M. Najib dan
Letkol Gamal abdul Naser. Ia mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai
akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954 bersama lima
kawannya. Hasil karyanya antara lain adalah kitab at-Tasyri’] al-Jina'l al-Islami
dan al-Islgm wa Awda’ana al-Islami.

Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu al- Walid Muhammad ibn ahmad ibn Muhammad.
Beliau lahir di Codova pada tahun 1126 M dan wafat di Maroko pata tahun 1198
M. Beliau adalah scorang dokter , ahli hukum dan tokoh filsuf yang paling
menonjol pada periode perkembangan filsaft Islam . Hasil karyanya antara lain
kitab al- Kullivat, Bidayah al-Mujtahid , kitab fash al-Maqal fi ma Bain asy-
syarT'ah wa al- Hikmah min al-Ittisal.

Ibn al-*Arabi.

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad ibn ‘Abdillah ibn ‘Arabi al-
Isybili. Beliau adalah seorang faqih dan seorang teolog besar dari Andalusia.
Lahir pada tahun 1076M di Isybilia yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan
bani Ibad Wafat pada tahun 1149 M, dalam measa pemerintahan Daulat
Muwahhidin.. Hasil karya yang terbesar adalah anwar al-Fajr, namun sayang
karyanya tersebut lenyap, dan sebagian kecil karyanya yang masih dijumpai
adalah al- Ahkam al-Qur'an, al-Mahsul fi Usul al-Din, al-Masalik f Syarh
Mutawatia’, dan lain-lain.



Ibn Hazm.

Nama lengkap Ali ibn Ahmad ibn Ahmad 1bn Said ibn Hazm az-Zahiri ibn galib
ibn Saleh ibn khalaf ibn Madam ibn yazid, gelamya adalah Muhammad. Beliau
adalah ulama terkenal di Andalusia dan pembela mazhab zahiri, lahir di Cordova
tahun 344 H. pada mulanya belaiau adalah penganut mazhad Syafi’iyah dan
kemudian beliaau tertarik dengan mazhab zahiri setelah beliau mendalaminya
lewat buku-buku dan dari para ahli yang ada di dearahnya.disamping sebagai
pengajar, beliau juga terkenal dengan karya-karyanya yang mencapai 400 buah,
salah satunya adalah satunya adalah al-Muhalla.

Ibn Quddamah.

Nama lengkap adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad abdullah ibn Ahmad ibn
Quddamah. Lahir di Jerusalen tahun 541 H. / 1147 M, Wafat ¢i Damascus pada
thun 620 H. / 1223 M. Beliau merupakan seorang ulama besar dan penulis kitab-
kitab figh standar mazhad Hambali. Beliau hidup pada masa perang salib -
berlangsung, khususnya di daerah Syam. Hasil karyanya antara lain adalah, a/-
Mugim, al-Kafi, al-Umduh fi al-Figh, dan lain-lain.

Hamka. :

Nama lengkapnya adalah H. Abdul Malik Karim Amrullah, lahir ¢i sebuah desa
kecil bernama Tanah Sirah, Sungai Batang, yang terletak di tepi danau Maninjau,
pada tanggal 13 Muharram 1362 H./ 13 Pebruart 1908 M. Pada tahun 1975 pada
saat di adakan musyawarah dlim ulama selurth Indonesia, dimana
disepakatipembentukan Majlis Ulama indonesia, Hamka dipilih dan dilantik
sebagai ketua untuk yang pertama kalinya. Pada tahun 1957 Majlis Tinggi
Universitas al-Azhar Kairo memberikan penghargaan gelar Ustaziyah Fakhiriyah
(Doctor honoris Caussa) kepada beliau karena jasanya dalam menyiarkan agama
Islam dengan menggunakan bahasa Indonesia yang indah. Pada tahun 1974
Hamka mendapat gelar Doctor honoris Causa di bidang sastra dari Universitas di
Malaysia. Hamka meninggal pada tanggal 24 Juli 1981M / 22 Ramadian 1401 H.
di rumah sakit Pertamina karena sakit. Dan karya monumentalnya di bidang
agama adalah tafsir al- Azhar.

Ahmad Fathi Bahansi.

Beliau memperoleh Lc. Pada bidang perundang-undangan, diploma dalam
kepidanaan, diploma dalam kajian Perundang-undangan Arab, dan Magister
dalam bidang Perundang-undangan (al-Qanun). Diantara hasil karyanya adalah
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Beliau adalah perwira polisi, pernah menjabat Instruktur Polisi Negara Jawa
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